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ABSTRT\K

Perlindung:rn Hak Privasi Anak Melalui Penggunaan Istilah ¡\nak
Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Picl.Sus-Anak/2024lPN
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Penelitian ini beltujuan untuk menganalisis perlindungan hak privasi anak dalam
proses peradilan pidana melalui penggunaan istilah anak berhadapan dengan
hukutn, scrta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan liukum yang bcrlaku,
khusr-rsnya clalarn Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Latar belakang pcnclitian ini didasarkan pada n-rasih

ditcmukannya praktik pengungkapan identitas anak dalanr proses pcradrlan, baik
dalam putusan pengadilan maupull publikasi media. yang bcrpotensi ntclanggar
prinsip kerahasiaan dan hak privasi anak.Penelitian ini mcnggunakan mctode
yuridis nonnatif dengan pendekatan pcrundang-undangan (statute op¡tronch) dat't
penclekatan konseptual (conceptual upprouch). Data yang digunakan lncrupakan
data sckunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, nicliputi bahan hukun-l
prinrer seperti peraturan perundatrg-undangan, bahan hukurn sekunder berupa
literatur dan .jurnal ihniah, serta bahan hukum tersier yang relevan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hukr¡lr Incìonesia telali rnengatur
secara tegas mengenai perlindungan identitas anak, antara lain mel¿rlui ketentuan
yang tnelarang publikasi identitas anak clalarn proses peraclilan piclana. N¿unun
clemikian, terdapat potensi ketidaksesuaian clalanr penqgì.ln¿ìan istilah alrak
berhaclapan clengan hukum apabila ticlak diiringi clengan penelaparì prinsip
kerahasiaan iclentitas anak secara konsisten. Penggunaan istilah lcrsebut cìalam
dokutlen hukum rllalrprÌn putusan pengadilan lrams tetap nrenrperhatil<ln prinsip
pcrlinclLrngan privasi anal< agar ticlak rrcninrbulkalr clanrpal< ncgati l. scpe rti
stignratisasi dan pclanggaran hak anal<. Pcnclitian ini rncnyirnpull<alt bahwa
pcrlinclungan hak privasi anak dalam sistcnr pcraclilan piclana sccar¿ì nolrnatif'
tel¿rh memiliki dasar hukr-rm yang kuat. nalrìun r-ncmcrlukan penal'siran dan
peneraparl yang tepat agar sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Hak privasi, Anak berhaclapan dengzrn hukum,
Sistem pcradilan pidana anak
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ABSTRAK

Protectiott of Children's Privncy Rights Through the Use of the Term ,,Children
irt Conflict teith the Luttt" itt the Criminal Justice Process (Cnse Sturty of the
Decisiott of the Palembøng Distríct Court Numher 50/Piel.Sus-rlnak/20i4/pN
PIs)

HERMANIA PUTRI

This srucly aims to analyze the protection of chíldren's privctc.tt rights in the
crintinaljustice process through the use of'the term childten in csnflict with the
law, and to examine its conf'ormitlt with existing legal provisions, particttlarly Law
Number Il oJ' 20Ì2 concerning the Juvenile Crimtnal Justice System. The
background of this research is based on the continttecl occun.enL,e of'chilclren,s
iclenlitlt disclosttre in judicial processes, both in cottrt deci.çiott.s ctncl ntedia
publicctÍions, which potentiallv víolcttes rhe princi¡tles o./' conficlentictlitt¡ ancl
children's privacy rights. This resecn"ch eruplo.ys a norntatit¡e juridicctl methocl
tt'sittg slútutorv and conceptttal approaches. The datn used ctre seconclctry c[ctla
obtained through library research, including ¡trintur,y legul mcrterials sitch as
legislution, seconclarv legal materials .çttclt cts scientific.jonrnuls attcl literatttre,
and relevant tertiary legal ntaterials.Tlte results shov, thal norntcttívelv,
Indonesicut law' clearlv regulates the protection ol'children's iclentìties, inchrcling
prottisiotts prohiltiting the publicatiott o./' children's identitie^s in critninal
proceeclings. Hov,etser, thet.e is ct potenlial int,ottsisïet1c.)) itl lhc usa of the lenn
children in conflicÍ tuith the la*- i/ it is not acc'ottt¡tcutiecl h.¡,c'r¡n.sistartt ctpplir:atiol
o/'t'onfidentialit.tt principles. The ttse o/ xtch tcrrninolog.v in lcgul ,locu¡ients ancl
t'ourt decisiotts tttttst slill prioritize the prclectiott o/'c,hilclren'.\ prit,ctc-tt to prevent
neg(tlive intpucls such as stigrttctlizatir¡n cutd t,iolution of'c'hildre,n's righls. This
.sluttv concludes thal lhe protec.tion o/'c,hildren,,s ¡l.it,ot,.l,righl.; tyithin tú jtn,enile
criminal iuslice s.ttslem hos n strong lcgctl .litttntlttlir¡n nonttutit,el.t,, ltul reqrtires
proper interprelulion and implententation to align v,ith thc best interests o/'the
cltild.

I(e¡,¡,6v¿s; Child protectíon, Pt.it¡acy right.s, ('hiltlt-ctt irt conflict tuith rhe lctu,,
Jut,cnile u'inrinal f u.çtice systent
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perlu diingat bahwa anak-anak masih memiliki batasan dan memerlukan 

perlindungan sama seperti makhluk hidup lainnya. Siapa pun yang 

menghadapi sanksi hukum atas dugaan pelanggaran dan berusia di bawah 18 

tahun dianggap secara hukum pidana dianggap sebagai anak di bawah umur. 

Dengan kata lain, seorang anak berusia 12 tahun yang belum genap 18 tahun 

dianggap sebagai anak di bawah umur.
1
  

Berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, perkara ini 

bermula dari perkenalan antara Anak Berhadapan Hukum dengan korban A.A. 

melalui media sosial Instagram yang kemudian berlanjut dengan pertemuan di 

acara kuda kepang di Kota Palembang. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum, Anak Berhadapan Hukum bersama beberapa rekannya diduga 

melakukan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul secara bersama-

sama terhadap korban yang masih berusia 13 tahun hingga mengakibatkan 

korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi di area pemakaman Talang 

Kerikil, Palembang, dengan korban ditemukan meninggal dunia pada tanggal 

1 September 2024. Hasil Visum et Repertum menunjukkan adanya tanda-tanda 

kekerasan fisik, luka pada organ intim korban, serta penyebab kematian berupa 

terhalangnya saluran pernapasan akibat kekerasan yang dilakukan terhadap 

korban.   

                                                 
1
 Lubis, M. R., & Putra, P. S, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum”,  Jurnal USM Law Review, 2021,Vol. 4, No.1, hlm. 228 
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Dalam proses persidangan, pihak penasihat hukum membantah seluruh 

dakwaan dengan alasan terdapat ketidaksesuaian antara dakwaan, keterangan 

saksi, dan fakta persidangan. Selain itu, penasihat hukum menyatakan bahwa 

Anak Berhadapan Hukum mengalami tekanan fisik dan verbal saat 

pemeriksaan sehingga mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan 

(BAP). Perkara ini menjadi perhatian karena melibatkan anak sebagai pelaku 

tindak pidana berat, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai pembuktian, 

perlindungan hak anak dalam proses peradilan, serta pertanggungjawaban 

pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus ini 

menunjukkan pentingnya penerapan prinsip keadilan, perlindungan anak, dan 

kehati-hatian hakim dalam menilai alat bukti serta fakta hukum di 

persidangan. 

Seorang anak yang terlibat dalam tindakan hukum atau menjadi korban 

kejahatan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pihak 

berwenang dalam sistem berusaha menangani penyimpangan perilaku pada 

anak-anak, yang mencakup baik tindakan ilegal maupun non-legal, serta 

berbagai bentuk perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. 

Ada tiga peran yang dimainkan anak-anak ketika mereka terlibat dalam kasus 

hukum: pelaku, korban, dan saksi.
2
 

Perencanaan strategis masa depan Indonesia sedang dilakukan oleh 

generasi muda negara ini, yang merupakan aset dan calon pewaris Negara 

                                                 
2
 Najamuddin Peta Solong, “Anak Berhadapan Dengan Hukum”, (Sulawesi Tengah: 

CV. Feniks. Muda Sejahterah: 2022), hlm, 32-33. 
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Kesatuan Republik Indonesia. Dunia bersatu untuk menciptakan Konvensi 

Hak Anak sebagai respons terhadap masalah kritis ini. Indonesia melakukan 

ratifikasi lebih lanjut pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36,  

yang mengatur tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Pemerintah telah 

menetapkan peraturan sebagai tanggapan terhadap Konvensi tersebut. Salah 

satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejumlah undang-undang telah 

direvisi: Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-

Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, Perubahan atas Undang-

Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 

Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, Menteri 

Perumahan Rakyat, dan Organisasi Kesejahteraan Anak Indonesia tentang 

Penanganan Korban Kekerasan.
3
 

Sistem peradilan pidana bagi anak-anak di seluruh negeri diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang hal tersebut. Penggunaan 

                                                 
3
 Renhard Harve “Penyelarasan Aturan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” ,  

       (Yogyakarta: CV Budi Utama: 2024), hlm, 2. 
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langkah-langkah keadilan restoratif, daripada hukuman pidana, secara jelas 

diutamakan oleh undang-undang ini. 
4
 

Pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus yang melibatkan 

pelaku kejahatan remaja adalah keadilan restoratif. Menurut undang-undang, 

tidak ada pihak yang bertugas menegakkan hukum polisi, jaksa, dan hakim 

yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi hukuman kepada anak di 

bawah umur atau memperlakukan mereka secara berbeda di pengadilan 

dibandingkan dengan orang dewasa. Saat menerapkan sanksi, penting untuk 

mempertimbangkan hal-hal di luar masalah keuangan semata, hal ini akan 

memastikan bahwa harapan anak-anak akan keadilan terpenuhi dengan baik.
5
 

Tidak ada publikasi, baik online maupun offline, tidak boleh 

mengungkapkan identitas seorang anak, karena hal tersebut melanggar hak 

asasi manusia mereka atas privasi. Oleh karena itu, masyarakat, terutama 

aparat penegak hukum, harus dilindungi dari paparan identitas seorang anak. 
6
 

penggunaan istilah “anak berhadapan dengan hukum” seringkali tidak 

selaras dengan norma hukum yang melindungi privasi anak, karena istilah 

tersebut berpotensi mengungkapkan identitas anak secara publik, sehingga 

melanggar prinsip rahasia yang diatur dalam doktrin hukum. 

Masalah hukum ini terhadap proses pidana anak, dimana pengadilan 

sering mencantumkan rincian pribadi anak, seperti nama dan alamat yang 

                                                 
4
 Fajar Ari Sudewo “Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan 

Dengan Hukum” (Jawa Tengah: Nem-Anggota IKAPI: 2021), hlm, 15. 
5

 Makhrus Munajat,“Hukum Pidana Anak Di Indonesia”, (Jakarta Timur: Sinar 

Grafika: 2023), hlm, 96. 
6
 Fakih, M. Hufron, “Perlindungan Hukum Atas Pengungkapan Identitas Anak Oleh 

Aparat Penegak Hukum.” Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 

2021, Vol,10 No.2, hlm, 111. 
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bertentangan dengan kewajiban perlindungan data pribadi bedasarkan norma 

hukum.  

Menjaga kesejahteraan anak-anak, termasuk kerahasiaan identitas 

mereka, merupakan tanggung jawab dalam melindungi hak privasi mereka 

dalam prosedur peradilan. Meskipun telah dilakukan upaya terbaik oleh 

penegak hukum dan media, hak privasi anak-anak seringkali dilanggar, 

mengakibatkan paparan mereka di media sosial dan media massa—bahkan 

dalam kasus foto yang diburamkan atau disingkat.
7
 

Orang sering menganggap bahwa langkah-langkah yang diambil untuk 

menangkap seorang pelaku kejahatan dewasa sama dengan langkah-langkah 

yang diambil terhadap pelaku kejahatan remaja.
8
 

Penggunaan istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" dalam 

Menurut keputusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Plg, menganalisis untuk menentukan apakah hal tersebut sesuai 

dengan Pasal 16 Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan lembaga-

lembaga untuk menjaga kerahasiaan identitas anak selama keterlibatannya 

dalam sistem peradilan pidana. Tampaknya terdapat ketidaksesuaian antara 

penggunaan umum istilah tersebut dan standar hukum yang relevan.  

Bagaimana hukum mengatur Salah satu masalah hukum yang relevan 

dan penting yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana istilah "anak yang 

berkonflik dengan hukum" melindungi hak privasi anak dalam proses pidana. 

                                                 
7
 Syarifuddin, S, “Hak Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, 

2024, Vol. 3, No. 1, hlm, 221-231. 

                  
8
 Ratri Novita Erdianti “Hukum Perlindungan Anak Indonesia “( Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang: 2020), hlm,3. 



 

 

6 

 

 

 

diteliti secara empiris. Lebih spesifik lagi, Pasal 16 dan 59 Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa untuk menghindari stigmatisasi, 

identitas anak-anak harus dijaga kerahasiaannya. Namun, penggunaan frasa 

"anak-anak yang berkonflik dengan hukum" dalam putusan pengadilan dapat 

dianggap sebagai pengungkapan tidak langsung yang bertentangan dengan 

norma tersebut. Dalam prosedur pidana, pembatasan-pembatasan ini sering 

diterapkan secara tidak konsisten. Akibatnya, sistem hukum telah mengakui 

pentingnya memberikan perlindungan tambahan bagi anak-anak untuk 

memastikan kesejahteraan mereka; dalam konteks ini, hal ini berarti 

melindungi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan serta hak asasi  

manusia mereka sehingga mereka dapat berkembang sebagai manusia dan 

berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat.
9
 

Penafsiran dan implementasi Undang-Undang Selama bertahun-tahun, 

sistem Peradilan Pidana Anak mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan 

perlindungan hak anak dengan kepentingan hukum publik. Dengan mengkaji 

putusan Pengadilan Negeri Palembang, penelitian ini dapat direkomendasikan 

untuk penyempurnaan norma hukum bagi hakim, jaksa dan pembuat 

kebijakan, guna minimalkan pelanggaran hak privasi sambil mendukung 

prinsip keadilan restorative.  

Mengingat pentingnya melindungi hak privasi anak-anak, penelitian ini 

akan mengkaji bagaimana frasa "anak-anak yang berkonflik dengan hukum" 

digunakan dalam proses peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

                                                 
9
 Anggraeni, RD, Alsabilla, FP, & Kameo, J, “Pelindungan Data Pribadi Anak Yang 

Berhadapan Dengan Hukum di Dunia Siber” Jurnal Tinjauan Hukum USM, 2024, Vol, 7, No. 

3,hlm. 1635-1654. 
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memberikan wawasan hukum yang dapat membantu meningkatkan sistem 

peradilan anak di Indonesia.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan hak privasi anak 

melalui penggunaan istilah anak berhadapan dengan hukum dalam proses 

peradilan pidana (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang 

Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)?  

2. Bagaimana penerapan perlindungan hak privasi anak dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Palembang (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri 

Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak /2024/PN Plg)?  

C. Ruang Lingkup 

Penelitian ini mencakup berbagai topik, termasuk bagaimana Hak privasi 

anak-anak dilindungi oleh sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya 

bagaimana frasa "anak-anak yang berkonflik dengan hukum" digunakan untuk 

menjaga kerahasiaan nama anak-anak. Dengan mengintegrasikan pengamatan 

terhadap ketentuan hukum dan penggunaannya dalam proses peradilan, 

penelitian ini bersifat empiris dan normatif. Studi kasus ini bertujuan utama 

untuk menunjukkan penggunaan istilah tersebut dalam kerangka prosedur pidana 

anak dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Penelitian ini tidak membahas isu-isu terkait 

kesehatan, pendidikan, atau hak anak di luar sistem peradilan pidana; melainkan 

berfokus pada hukum pidana anak dan, lebih spesifiknya, hak privasi (yaitu 

larangan pengungkapan identitas).  
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a) Penelitian ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang 

Nomor 50/Pid.Sus-anak/2024/PN Plg untuk menentukan bagaimana istilah 

"anak-anak yang berkonflik dengan hukum" digunakan dalam proses pidana 

dan bagaimana pembatasan hukum dirancang untuk melindungi hak-hak 

pribadi anak-anak. 

b) Menggunakan istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" dalam proses 

pidana untuk melindungi hak-hak pribadi anak, khususnya dengan mengkaji 

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN 

Plg. sebagai contoh. 

2. Manfaat  

a) manfaat Secara teoritis, penelitian ini membantu perkembangan ilmu 

hukum, terutama hukum pidana anak dan hak asasi manusia. Hasil 

penelitian ini mungkin membantu literatur hukum Indonesia dengan analisis 

kritis terhadap pengaturan dan penerapan istilah anak berhadapan dengan 

hukum sebagai mekanisme perlindungan privasi, yang belum banyak 

dieksplorasi secara mendalam dalam konteks studi kasus eksekusi 

Pengadilan. Hal ini dapat menjadi dasar pengembangan teori tentang 

stigmatisasi anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana, serta 

memperkuat pemahaman tantang harmonisasi antara hukum nasional ( 

seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan instrumen 

internasional seperti Konvensi Hak Anak CRC .  
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b) Saran-saran dalam studi ini mengenai cara para pembuat undang-undang, 

hakim, dan penegak hukum dapat lebih baik melindungi hak privasi anak 

dalam proses pidana memiliki implikasi nyata di dunia nyata. Untuk tujuan 

pelatihan atau reformasi regulasi guna membuat prosedur pengadilan lebih 

ramah anak, penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga perlindungan anak, 

advokat anak, dan kelompok masyarakat sipil. Di tingkat komunitas, 

Penelitian ini berpotensi menarik perhatian terhadap pentingnya melindungi 

privasi anak dalam sistem peradilan, mempromosikan praktik yang lebih 

berbelas kasih, dan mengakhiri diskriminasi terhadap anak-anak yang 

memiliki masalah hukum.  

E. Kerangka Konseptual 

Menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg., kerangka konseptual ini bertujuan untuk 

memberikan landasan teoretis dan konseptual yang kokoh dalam menganalisis 

bagaimana istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" digunakan untuk 

melindungi hak privasi anak dalam peradilan pidana. Untuk menjawab 

pertanyaan penelitian tentang aturan hukum dan penerapannya, kerangka kerja 

ini dibangun berdasarkan ide-ide hukum yang saling terkait dan didukung oleh 

teori-teori yang relevan. Kerangka kerja ini memandu penelitian yang sistematis 

dan objektif.  

Hak privasi anak didefinisikan sebagai perlindungan terhadap kehidupan 

pribadi, identitas, dan data pribadi anak dari pengungkapan yang tidak sah. Hak 
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ini diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 dan 

Pasal 16 Konvensi Hak Anak (CRC). 

 “Identifikasi anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum tidak boleh 

diungkapkan secara publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf (i) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak dapat 

mengalami konsekuensi negatif, termasuk stigma sosial dan psikologis, akibat 

pelanggaran aturan ini.”
10

 

Untuk melindungi anak-anak dari stigmatisasi yang berpotensi merugikan 

perkembangan mereka, penelitian ini membatasi hak privasi peserta dalam hal 

yang berkaitan dengan proses pidana, seperti larangan penyebaran informasi 

identitas, gambar, atau informasi pribadi lainnya milik anak-anak kepada publik. 

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), "anak yang berkonflik 

dengan hukum" berarti anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum atau yang 

menjadi korban sengketa tersebut. Nama netral ini membantu melindungi 

identitas individu dan menghindari istilah stigmatisasi seperti "anak nakal." 

Dengan penggunaan mekanisme khusus seperti diversifikasi untuk anak-anak, 

sistem peradilan pidana mencakup seluruh rentang tindakan hukum, dari 

penyelidikan hingga eksekusi, sebagaimana diatur dalam undang-undang seperti 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Efektivitas keseluruhan peraturan 

hukum dan implementasinya dalam putusan pengadilan merupakan ukuran 

                                                 
10

 Ramadhani, S, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Anak Yang 

Dipublikasikan Di Media Massa” (Kajian bedasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak), Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh, 2025. 
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seberapa baik hak privasi anak dilindungi. Salah satu langkah praktis adalah 

penegakan pembatasan akses terhadap informasi, sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 17 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
11

 

Penggunaan istilah "anak-anak yang berkonflik dengan hukum" sebagai 

alat utama Hak privasi anak-anak yang dilindungi terpengaruh dalam sistem 

peradilan pidana; hubungan ini bersifat kausal dan logis. Pengaturan hukum 

memandu penggunaan istilah tersebut, yang kemudian meminimalkan risiko 

stigmatisasi dan pelanggaran privasi. Studi kasus putusan Pengadilan Negeri 

berperan sebagai bukti bahwa untuk menguji penerapan ini, dimana konsistensi 

pengaturan hukum akan meningkatkan efektivitas perlindungan.  

Kerangka kerja ini didukung oleh teori hak asasi manusia, yang menyoroti 

hak anak-anak sebagai pemegang hak penuh sesuai dengan Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak (CRC). Teori ini membantu 

menjelaskan mengapa penting untuk menggunakan terminologi netral guna 

menghindari diskriminasi dan membimbing evaluasi peraturan hukum terhadap 

standar internasional. 

 Konsep keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak menekankan pentingnya rehabilitasi anak. melalui prosedur rahasia 

dan pribadi; hal ini membantu dalam mengkaji implementasinya dalam putusan-

putusan seperti efektivitas diversifikasi. 
12

 

                                                 
11

 Wiyono “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”(Jakarta: Sinar Grafika: 

2016), hlm, 63. 
12

 Sukardi “Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia” (Depok: 

Rajawali Pers: 2020), hlm, 40 
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F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

         Ringkasan penelitian yang relevan dan interpretasi hasilnya, akan disajikan 

di sini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui tinjauan terhadap 

penelitian sebelumnya yang relevan, penulis dapat memberikan wawasan baru, 

menyoroti celah pengetahuan, atau menunjukkan bagaimana literatur saat ini 

mendukung topik yang dimaksud. Karya-karya berikut ini telah menjadi dasar 

untuk penelitian ini.  

Tabel 1.1  Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

NO. JUDUL TAHUN FOKUS PENELITIAN 

1. Perlindungan anak   

dalam sistem 

peradilan pidana anak 

Jurnal: Kajian hukum 

dan kebijakan publik 

No. 1, Vol. 2  

Alvin Ferdiansyah, 

Asep Suherman 

(Universitas 

Bengkulu) 

2024 Analisis perlindungan anak dalam 

konteks sistem perlindungan 

pidana anak di Indonesia, 

membahas aspek-aspek hukum 

dan kebijakan terkait UU Nomor 

11 Tahun 2012 tentang sistem 

peradilan pidana anak  

2. Perlindungan hukum  

terhadap 

pengungkapan 

identitas anak 

berhadapan dengan 

hukum di Pengadilan 

Negeri Koba Kelas II 

Jurnal: Hukum pidana 

dan Kriminologi 

2025 Membahas perlindungan hukum 

terhadap identitas anak yang 

berhadapan dengan hukum, 

menyelidiki tanggung jawab 

hukum untuk melindungi identitas 

anak 
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No. 1, Vol. 3 

Bagas Akbari, Efren 

Nova, Iwan 

Kurniawan 

(Universitas Andalas) 

3. Penerapan UU 

perlindungan anak 

dalam mengamankan 

data pribadi anak yang 

berkonflik dengan 

hukum di era digital 

Jurnal: Jurnal hukum 

dan Ilmu sosial 

No. 3, Vol. 3 

Gordianus Pradino 

Faloygama 

(Universitas  

Tanjungpura) 

2025 Berfokus pada implementasi UU 

Nomor 35 Tahun 2014, yang 

mengatur perlindungan anak di 

Indonesia, berfokus pada 

perlindungan data pribadi anak 

yang terlibat dalam tindak pidana 

di era digital 

 

Bedasarkan pada tabel di atas, penelitian pertama oleh Alvin Ferdiansya 

dan Asep Suherman pada tahun 2024 meneliti topik perlindungan anak dalam 

sistem peradilan pidana untuk anak-anak Indonesia. Di antara hal-hal lain, mereka 

meninjau ketentuan dan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kepada anak-anak yang 

terlibat dalam kejahatan dari eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan selama 

proses persidangan.  
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Penelitian kedua, oleh Bagas Akbari Pratama, Efren Nova dan Iwan 

Kurniawan pada tahun 2025 meneliti topik Peraturan di negara ini berusaha untuk 

melindungi anak dari pengungkapan identitas mereka. Di Pengadilan Negeri Kota 

Kelas II, fokus penelitian membahas kewajiban hukum untuk melindungi identitas 

anak, analisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan dan konsekuensi hukum 

bagi pihak yang membocorkan identitas anak.   

Penelitian ketiga oleh Gordianus Pradino Faloygama tahun 2025 meneliti 

topik  Penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 

"Implementasi Penelitian ini berfokus pada undang-undang perlindungan anak 

dalam melindungi data pribadi anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum di 

era digital, seperti yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Penelitian ini 

mengkaji cara-cara di mana undang-undang dirancang untuk menghindari 

perlindungan yang dimaksudkan untuk mencegah stigmatisasi atau pelanggaran 

hak anak akibat penyebaran luas nama, gambar, dan alamat di platform media 

sosial.  

Sedangkan penelitian saya fokus pembahasannya menganalisis privasi 

anak-anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak, memeriksa undang-undang yang ditetapkan untuk 

melindungi hak privasi Menurut Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, anak-anak yang dianggap sebagai "anak yang 

berhadapan dengan hukum" dalam sistem peradilan pidana. Terkait hak privasi 

anak-anak, juga mengkaji penggunaan istilah anak berhadapan dengan hukum. 



 

 

15 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

           Penelitian hukum adalah upaya ilmiah yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi dan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu 

melalui penggunaan metodologi, sistem, dan cara berpikir tertentu. Analisis 

mendalam terhadap faktor-faktor hukum ini juga dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang timbul dari kejadian-kejadian yang relevan. 
13

 

1.  Jenis Penelitian 

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, atau 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 

berfokus pada norma hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. atau pendapat para ahli hukum 

2. Sumber data 

       Data primer : Data Primer (Bahan Hukum Primer) 

Data primer adalah sumber hukum utama yang bersifat otoritatif dan memiliki 

kekuatan mengikat. bahan ini menjadi dasar utama dalam menganalisis 

permasalahan hukum karena langsung berasal dari norma yang berlaku. Dalam 

penelitian hukum normatif, data primer biasanya berupa, Peraturan perundang-

undangan, Putusan pengadilan (yurisprudensi), Perjanjian atau konvensi 

internasional.  
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 Zainuddin Ali “Metode Penelitian Hukum “, (Jakarta: Sinar Grafika: 2021), hlm, 18. 
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Adapun data primer yang digunakan dalam skripsi ini berupa: 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta 

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg 

Data sekunder : Data Sekunder (Bahan Hukum Sekunder) 

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, komentar, atau 

analisis terhadap data primer. Sifatnya tidak mengikat, tetapi sangat penting 

untuk membantu peneliti memahami, menafsirkan, dan mengkritisi norma 

hukum yang berlaku. Data sekunder biasanya meliputi, Buku teks hukum, Jurnal 

ilmiah, Hasil  penelitian terdahulu, Pendapat para ahli (doktrin). 

       Adapun data sekunder yang digunakan pada skripsi ini berupa : 

 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Covention on the Right of the 

Child, Putusan Mahkamah Agung RI,  

Data Tersier : Data tersier adalah jenis data yang diperoleh dari sumber yang 

mengolah atau merangkum data primer dan data sekunder, biasanya dalam 

bentuk referensi umum yang membantu peneliti memahami konsep, istilah, atau 

gambaran awal suatu topik. 

       Adapun data tersier yang digunakan dalam skripsi ini berupa : 

Kamus hukum, Ensiklopedia  

3. Metode pengumpulan data 

 a. Penelusuran Peraturan Perundang-Undangan peneliti mengumpulkan dan 

memeriksa peraturan perundang-undangan baru yang melindungi hak 

privasi anak selama peradilan pidana, antara lain : Undang-Undang Nomor 
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11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) , Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) 

 b. Studi putusan pengadilan peneliti menelaah Putusan Pengadilan Negeri 

Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg sebagai objek utama 

penelitian. Fokus kajian dalam putusan ini meliputi : penggunaan istilah 

anak berhadapan dengan hukum (ABH), pertimbangan hukum hakim, 

perlindungan identitas dan privasi anak dalam putusan (termasuk 

penggunaan inisial), dan konsistensi penerapan hukum dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

c. Studi literatur dan doktrin hukum peneliti pengumpulkan buku teks, jurnal 

ilmiah, studi terbaru, dan pendapat ahli hukum tentang konsep 

perlindungan hak privasi anak berhadapan dengan hukum (ABH), prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) serta teori 

perlindungan hukum 

d. Penelusuran sumber hukum penunjang peneliti juga mengumpulkan bahan 

hukum penunjang seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Insonesia 

(KBBI), serta ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah dan konsep 

hukum yang digunakan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan 

hak privasi anak dan istilah anak berhadapan dengan hukum (ABH). 
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4.Metode Analisis Data 

       Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji dan 

menafsirkan bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak 

privasi anak melalui penggunaan istilah anak menghadapi hukum (ABH) 

selama proses peradilan pidana 

a. Invetarisasi bahan hukum  

seluruh bahan hukum yang dikumpulkan , baik bahan hukum primer, 

sekunder, tesier, diinterventarisasi dam dikelompokkan sesuai dengan 

fokus penelitian yaitu, pengaturan hukum mengenai perlindungan 

privasi anak, penggunaan istilah anak berhadapan dengan hukum 

(ABH), Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-

anak/2024/PN Plg 

b.  Klasifikasi da sistematisasi data 

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan 

disusun secara sistematis bedasarkan : norma hukum yang mengatur 

perlindungan hak privasi anak dalam peraturan perundang-undangan, 

konsep dan doktrin hukum mengenai hak privasi anak dan prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), penerapan 

penggunaan istilah anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam 

praktik peradilan 
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c. Analisis normatif dan kasus 

Peneliti menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku 

dan fakta hukum  serta pertimbangan hakim dalam putusan, analisis 

dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: 

1. Mengkaji bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan 

hak privasi anak melalui penggunaan istilah anak berhadapan 

dengan hukum (ABH) dalam peraturan perundang-undangan 

2. Menganalisis bagaimana penerapan perlindungan hak privasi nak 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid,Sus-

Anak/2024/Pn Plg, meliputi, penggunaan istilah ABH dalam 

putusan, perlindungan identitas anak, kesesuaian pertimbangan 

hakim dengan prinsip perlindungan anak 

d. Penarikan kesimpulan 

Bedasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan secara 

deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju 

penerapannya secara khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:  

BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, 

review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi landasan teori  dan konsep yang digunakan sebagai 

dasar menganalisis permasalahan penelitian, adapun yang dibahas 

dalam bab ini meliputi, tinjauan umum tentang anak, konsep anak 

berhadapan dengan hukum, perlindungan hak privasi anak, sistem 

peradilan anak. 

BAB III Pembahasan 

Bab ini membahas hasil analisis terhadap rumusan masalah yang 

telah ditetapkan, adapun yang dibahas dalam bab ini meliputi, 

pengaturan hukum mengenai perlindungan hak privasi anak, 

penerapan perlindungan hak privasi anak dakam proses peradilan 

pidana, analisis kesesuaian antara norma dan praktik. 

BAB IV Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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